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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat

Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut

dalam perkara antara :

Yusran bin Dg. Rawang, NIK : 7305030306980001, tempat tanggal lahir :
Takalar, 03 Juni 1998, (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan supir mobil, tempat kediaman di Btn Balinda Blok
CZ No. 2, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang,
Kabupaten Takalar, No. HP : 082346505391, Selanjutnya disebut
Pemohon [;

Desi Putri Puspitasari binti Heri Berdikariyanto, NIK : 7305075401930001,
tempat tanggal lahir : Pattallassang, 14 Januari 1993 (umur 28
tahun), agama Islam, pendidikan Nears, pekerjaan Pegawai Kontrak
Rumah sakit Maryam Takalar, tempat kediaman di Btn Balinda Blok
CZ No. 2, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang,
Kabupaten Takalar, Selanjutnya disebut Pemohon Ii;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 24

September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar,

dengan register Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Tkl. tanggal 24 September 2021 telah

mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon | telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10
Mei tahun 2020 di rumah imam Kelurahan Bulu Kunyi di Lingkungan
Tengko, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan,
Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Bulu Kunyi yang
bernama Abdul Kahar Nassa dan yang menjadi wali nikah adalah ayah

kandung Pemohon Il yang bernama Heri Berdikariyanto dan disaksikan
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oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing
bernama Dg. Nojeng dan Dg. Rawang dengan mahar berupa cincin emas
seberat 1 gram dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus Perjaka dan Pemohon Il
berstatus janda (cerai hidup), Pemohon | dan Pemohon Il tidak sesusuan
dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada larangan bagi
mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan
rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il telah dikaruniai seorang
anak yang bernama Khaira Qania Farzana YD binti Yusran, umur 9 bulan;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah
terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sampai sekarang tetap beragama
islam;
7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah menerima Kutipan Akta
Nikah karena tidak pernah tercatat;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon | dan Pemohon Il sangat Membutuhkan
Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai
bukti sah adanya ikatan Pernikahan dan untuk pengurusan administrasi
lainnya;
9. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya, agar
diperintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi
tempat tinggal Pemohon | dan Pemohon II;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Takalar cqg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon | dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon | (Yusran bin Dg.
Rawang) dengan Pemohon Il (Desi Putri Puspitasari binti Heri
Berdikariyanto) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei tahun 2020 di d
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Lingkungan Tengko, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng
Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon | dan
Pemohon II;
Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon | dan
Pemohon Il datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan ingin
berkoordinasi dengan KUA terkait Nikah ulang, oleh karena pada saat
Pemohon | dan Pemohon Il menikah, Pemohon Il tidak menghadirkan wali;

Bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang
tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan
yang tidak terlepas dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon |
dan Pemohon Il datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2021,
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan permohonan pencabutan
permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut
tidak bertentangan dengan hukum vyang berlaku, maka patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan
dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini:
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut
perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 79/Pd.P/2021/PA.Tkl, di cabut;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp. 440.000,-(empat ratus empat puluh rupiah).

o Demikian penetapan ini dijatuhkan, pada hari Selasa, tanggal 19
Oktober 2021 Miladhiya, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443
Hijriyah, oleh, Mahyuddin, S.HIl., M.H., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal
tersebut, dengan didampingi oleh Ismawaty, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon lI;

Hakim Tunggal,

ttd

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Ismawaty, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-

2. Biaya ProsesRp. 50.000,-

3. Biaya PanggilanRp 320.000,-

4, PNBP PanggianRp. 20.000,-

5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

6. Biaya Meterai Rp. 10.000,-
Jumlah Rp 440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)
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Untuk salinan

Panitera,

H.Jalaluddin, S.Ag.,M.H
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